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P U T U S A N

Nomor 2002/Pdt.G/2021/PA.Bm

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Bima  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  Dusun Rato

RT.002 RW.001 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten

Bima, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur  30  tahun,  agama Islam,  pendidikan SLTA,  pekerjaan

xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  KABUPATEN BIMA,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

 DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa  Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal

16 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2002/Pdt.G/2021/PA.Bm,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.   Bahwa, pada tanggal 02 Februari 2015 Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Lambu  Kabupaten   Bima

berdasarkan Kutipan Akta  Nikah Nomor  :  27/01/ll/2015   tanggal  02
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Februari 2015;  

2.  Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

bertempat  tinggal  di  rumah  orang  tua  Penggugat  di  Desa  Rato

Kecamatan  Lambu  Kabupaten  Bima  selama  3  tahun,  kemudian

tinggal  di  rumah  pemberian  orang  tua  Tergugat  di  Desa  Kuta

Kecamatan Parado Kabupaten Bima selama 1 tahun 7 bulan;  

3.  Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

melakukan  hubungan  layaknya  suami  isteri  dan  telah  dikaruniai  2

(dua) orang anak yang bernama: 

 1. Zulfikar Ramadhan (L) lahir tanggal 22-06-2015

2. Nurhidayat (P) lahir tanggal 28-11-2017; 

4.   Bahwa  setelah  hidup  bersama  sebagaimana  posita  nomor  2  di 

atas  tiba-tiba  pada  bulan  September  2019  Tergugat  pergi

meninggalkan  Penggugat  tanpa  alasan  yang  jelas  dan  saat  ini

Tergugat  tinggal  bersama  orang  tua   Tergugat  di  Desa  Kuta

Kecamatan Parado Kabupaten Bima, selama itu Tergugat sudah tidak

memperdulikan  Penggugat  dan  sudah  tidak  lagi  melaksanakan  hak

dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;  

5.  Bahwa sejak kepergian Tergugat pada  bulan September 2019 antara 

Penggugat  dengan  Tergugat  hidup  berpisah  secara  berturut-turut

sampai  dengan sekarang dan  selama  itu Tergugat tidak  pernah 

memberikan  nafkah lahir batin  kepada  Penggugat;  

6.  Bahwa  oleh  karena  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  sudah  sedemikian  rupa  sifatnya,  maka  Penggugat

menganggap  sudah  tidak  dapat  dipertahankan  lagi  dan  mohon

agar menjatuhkan  talak satu  Bain  Sughra  Tergugat

terhadap  Penggugat di depan sidang  Pengadilan  Agama  Bima;  

7.  Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pernah  diupaya  dinasehati

oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;  

8.  Bahwa  atas  hal  itu  dan  karena  Penggugat  merasa  rumah  tangga

Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak  mungkin  dapat  dipertahankan
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lagi  sehingga  Penggugat  menderita  lahir  batin,  maka  Penggugat

bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;  

9.  Bahwa Penggugat  sanggup membayar  biaya perkara  sesuai  aturan

yang berlaku;  

Berdasarkan  hal  tersebut  Penggugat  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa

perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer : 

 1.  Mengabulkan gugatan Penggugat; 

 2.  Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (TERGUGAT)  Terhadap

Penggugat (PENGGUGAT); 

 3.  Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku; 

   Subsidair : 

 Dan  atau  menjatuhkan  putusan  lain  yang  seadil-adilnya  berdasarkan

pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak  datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu

halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa  majelis  hakim  telah  menasehati  Penggugat  agar  berpikir

untuk  tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa  perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi  karena  Tergugat  tidak

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  pemeriksaan  dimulai  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti berupa

A. Surat 

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Lambu Kabupaten Bima, Nomor 27/01/ll/2015 Tanggal  02 Februari

2015.  Bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup  dan  telah

dinazegelen  serta  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata

sesuai, bukti (P);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

xxxxxx  xxxxx  xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  KOTA BIMA.  Dibawah

sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut :

 Bahwa  saksi  mengenal  Penggugat  dan  Tergugat  sebagai

suami isteri karena saksi tetangga Penggugat; 

 Bahwa setelah menikah, Penggugat  dan Tergugat  membina

rumah tangga dan tinggal  bersama di  Desa Rato Kecamatan

Lambu  kemudian  tinggal  di  Desa  Kuta  Kecamatan  Parado

Kabupaten Bima;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun

dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering

bertengkar;

 Bahwa  saksi  sering  melihat  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar tetapi tidak mengetahui penyebabnya;

 Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal

bersama lagi sejak September 2019;

 Bahwa  sekarang  Penggugat  tinggal  di  Dusun  Rato  RT.002

RW.001  Desa  Rato  Kecamatan  Lambu  Kabupaten  Bima,

sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN BIMA;

 Bahwa  sejak  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat
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tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk

Penggugat;

 Bahwa  saksi  mengetahui  keluarga  sudah  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  KOTA  BIMA.  Dibawah  sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa  saksi  mengenal  Penggugat  dan  Tergugat  sebagai

suami isteri karena saksi tetangga Penggugat; 

 Bahwa setelah menikah, Penggugat  dan Tergugat  membina

rumah tangga dan tinggal  bersama di  Desa Rato Kecamatan

Lambu  kemudian  tinggal  di  Desa  Kuta  Kecamatan  Parado

Kabupaten Bima;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun

dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering

bertengkar;

 Bahwa  saksi  sering  melihat  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar tetapi tidak mengetahui penyebabnya;

 Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal

bersama lagi sejak September 2019;

 Bahwa  sekarang  Penggugat  tinggal  di  Dusun  Rato  RT.002

RW.001  Desa  Rato  Kecamatan  Lambu  Kabupaten  Bima,

sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN BIMA;

 Bahwa  sejak  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat

tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk

Penggugat;

 Bahwa  saksi  mengetahui  keluarga  sudah  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya  Penggugat  menyampaikan  kesimpulan  dengan

menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa untuk menyingkat  uraian dalam putusan ini,  ditunjuk berita

acara  sidang  yang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dengan

putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat   bermaksud dan bertujuan

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang  bahwa  ternyata  Tergugat,  meskipun  dipanggil  secara

resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut

akan  tetapi  tidak  datang  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan

gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap

membebani  Penggugat  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya  demi

menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap

Tergugat  dengan  alasan  yang  pada  pokoknya  menyatakan  rumah

tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar

yang berujung  perpisahan tempat tinggal  sejak  September 2019 hingga

sekarang;

Menimbang  bahwa  Tergugat  tidak  datang  dan  tidak  pula

mengirimkan  jawaban  terhadap  gugatan  Penggugat  sehingga  harus

dianggap  mengakui  dalil-dalil  Penggugat  setidak-tidaknya  tidak  akan

membela kepentingannya di pengadilan;

Menimbang  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya

Penggugat  telah mengajukan alat bukti  surat ( P.1 dan P.2)  serta  dua

orang saksi;
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Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan

aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  identitas  Penggugat,

sehingga bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formal  dan materil.  Oleh

karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang  bahwa  bukti  P.2  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah

yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan

aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  pernikahan  Penggugat

dan Tergugat, sehingga bukti  tersebut telah memenuhi syarat formal dan

materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat;

Menimbang  bahwa  saksi  I  Penggugat  bernama  SAKSI  1,  sudah

dewasa  dan  sudah  disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang  bahwa  keterangan  saksi  I  Penggugat  yang  pada

pokoknya  menyatakan  sering  melihat  dan  mendengar  Penggugat  dan

Tergugat  bertengkar  bahkan  sekarang  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berpisah tempat tinggal sejak September 2019 Penggugat tinggal di Dusun

Rato RT.002 RW.001 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dan

Tergugat tinggal di KABUPATEN BIMA  dan selama berpisah tempat tinggal,

Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat.; 

Menimbang  bahwa  saksi  II  Penggugat  bernama  SAKSI  2  sudah

dewasa  dan  sudah  disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang  bahwa  keterangan  saksi  II  Penggugat  yang  pada

pokoknya menyatakan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar

bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak September 2019 dan Tergugat

tidak pernah datang menjenguk Penggugat selama berpisah tempat tinggal;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas  maka

keterangan  kedua  saksi  Penggugat   dapat  diterima  sebagai  alat  bukti
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karena  telah  memenuhi  syarat  materil  sebagai  saksi  sebagaimana

ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas  ditemukan

fakta-fakta sebagai berikut :

 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2

orang anak;

 Bahwa Penggugat  dan Tergugat pernah membina rumah tangga di

tinggal bersama di Desa Rato Kecamatan Lambu kemudian tinggal di

Desa Kuta Kecamatan Parado Kabupaten Bima  namun telah berpisah

tempat tinggal sejak September 2019  hingga sekarang;

 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa Tergugat  tidak pernah datang menjenguk Penggugat  sejak

berpisah tempat tinggal;

 Bahwa usaha mendamaikan  Penggugat dan Tergugat oleh keluarga

dan majelis hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa Penggugat  tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum

yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang  bahwa  fakta   hukum  diatas  telah  memenuhi  norma

hukum Islam yaitu  :

1. Al Quran

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya,

maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-
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laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua

orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya

Allah  memberi  taufik  kepada  suami-isteri  itu,  sesungguhnya

Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.”  (An-Nisa’ ayat

35)

2. Kaidah fiqh yaitu pendapat  Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah

Juz II halaman 248-249 :

Artinya:  Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim

untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata

di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami

istri  tersebut  di  atas  sudah  tidak  mampu  lagi  untuk

mempertahankan  kelangsungan  rumah  tangga  mereka  dan

hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di

atas,  maka hakim dapat  menceraikannya dengan talak  satu

bain; 

Menimbang bahwa fakta hukum di atas juga telah  memenuhi norma

penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang  Perkawinan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan jo.  Pasal  19   huruf  (f)   Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116  huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991

tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Penggugat  pada

angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat   tersebut

dikabulkan,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  119  ayat  (2)  huruf  c

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim
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akan  menjatuhkan  talak  satu  bain  shugra dari  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum

Islam  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  berkaitan

dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan talak  satu  bain  shugra  Tergugat   (TERGUGAT)  kepada

Penggugat (PENGGUGAT); 

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  dalam musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama  Bima  pada  hari  Senin tanggal  29  November  2021

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh H.

Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis,  Drs. H. Mukminin dan

Dani  Haswar,  S.HI., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan

tersebut diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

oleh Dra.  Nurkhairiyah sebagai  Panitera Pengganti,  dengan dihadiri  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua  Majelis
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Ttd ttd

Drs. H. Mukminin H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nurkhairiyah

Rincian biaya perkara :

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
c. Redaksi : Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 375.000,00
4. Biaya Sumpah : Rp 25.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 200.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 730.000,00
 ( tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah )
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